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ABSTRACT 
 
The Agrarian law which is effective in Indonesia is based on tenure which 
can be proved by various tenures on land. The state’s tenure is the State’s 
authority to organize or to distribute authorities on land. HPL (the right to 
manage) which is part of the state tenure is owned by BP Kawasan and as an 
administrator BP Kawasan exempts Authoritative Yearly Required Money to the 
holder of land rights, including ownership. Actually ownership as the most 
powerfull and unlimited right is not required to pay UWTO, but HPL and its land 
management do not break up end so that they become the factor of the bound 
between the holder of the land rights and BP Kawasan. The land problem in 
Batam is only related to the overlapping land regulation but also to two 
authorities. 
BP Kawasan as the holder of HPL has the obligation to register the HPL 
and the authority to give and distribute parts of HPL land which is requested to 
become land rights throught an agreement as the basis for the applicant for the 
rights in registering the new land rights in order to get legal certainly. The entire 
land in Batam is generally controlled by BP Kawasan, but there are some parts of 
it which are not registered; they are known as ”kampung tua”(old village). 
Ideally the land rights given from HPL are affordable, but some of distributed 
land has been changed to ownership by increasing its right status. 
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I.   Pendahuluan 
Hukum tanah yang berlaku di Indonesia pada hakekatnya berdasarkan hak 
penguasaan dan bermacam-macam hak penguasaan atas tanah,  yang landasannya 
adalah hak sebagai bangsa Indonesia. Dalam pengaturan tanah, campur tangan 
Negara terkadang dibutuhkan namun negara tidak perlu melakukan intervensi bila 
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masyarakat telah dapat menyelesaikan masalah atau kepentingan sendiri dan 
bahwa hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan pihak lain.
1
  
Hak Pengelolaan selanjutnya disebut HPL merupakan satu jenis hak atas 
tanah yang di kenal di Indonesia selain hak milik, hak guna bangunan, hak guna 
usaha, hak pakai dan hak sewa. Kewenangan untuk mendapatkan hak pengelolaan 
tersebut salah satunya dimiliki oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau 
Batam atau saat ini telah berganti nama menjadi Badan Penguasaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Kawasan. Sebagai 
pemegang Hak Pengelolaan Otorita Batam memiliki kewenangan yang sangat 
luas atas tanah-tanah di Pulau Batam dan sekitarnya, mulai dari merencanakan 
peruntukan, penggunaan, menyerahkan bagian-bagian tanah kepada pihak lain 
termasuk memungut Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atas tanah yang 
diserahkan penggunaannya kepada pihak lain tersebut 
Pada masa Batam dikelola oleh Otorita Batam, proses kepemilikan tanah 
bagi masyarakat berdasarkan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Otorita Batam 
diberikan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Otorita Batam dan Gambar 
Pengelolahan Lahan (PL) dimana dalam gambar PL tercantum masa berlakunya 
surat tersebut. Sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan dan gambar PL, 
pemohon diwajibkan membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk 
jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun pertama. Setelah dokumen tersebut diatas 
dilengkapi, maka pemohon dapat mendaftarkan permohonan tersebut untuk 
mendapatkan sertipikat tanah ke BPN yang kemudian mengeluarkan sertipikat 
HGB. Pengurusan sertipikat tanah dilakukan untuk mematuhi hukum yang 
berlaku, sebab hukum adalah undang-undang merupakan pernyataan yang klasik, 
konvensional, dan primitif  namun tetap harus dijalankan. 
2
 
Persoalan pertanahan yang terjadi di Batam salah satunya adalah 
mengenai pembayaran UWTO yang tetap dikenakan kepada pemegang sertipikat 
                                                 
 
1
 Adrian Sutedi,  Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, (Jakarta : Sinar 
Grafika, 2007), hal 20. 
2
 Awaludin Marwan, Teori Hukum Kontemporer, (Jakarta : Kencana, 2010),  hal 1. 
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Hak Milik yang diberikan diatas hak pengelolaan baik terjadinya karena 
perubahan ataupun karena hak milik yang diberikan atas tanah bekas ulayat.  
Pemberian hak atas tanah diatas tanah Hak Pengelolaan memang dimungkinkan 
oleh Peraturan Perundangan terutama jenis hak yang berjangka waktu. 
3
 
Keistimewaan HPL di Batam bahwa HPL tetap mengikat terhadap pemegang hak 
yaitu walaupun bidang-bidang tanah tersebut dikuasai pihak-pihak lain dengan 
bermacam hak atas tanah, HPL yang bersangkutan tetap berlangsung dan hak 
penguasaan pemegang HPL tersebut tidak putus.
4
 Pembebanan UWTO kepada 
pemegang Hak Milik dalam praktek masih terjadi di Kota Batam. Demikian juga 
dengan salah satu persyaratan yang harus dilakukan pemegang Hak Milik ketika 
melakukan jual beli yaitu terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin Peralihan 
Hak (IPH). 
Dari uraian yang telah disampaikan, hal mendasar yang menjadi titik 
permasalahan yaitu hak milik yang terdapat diatas hak pengelolaan masih 
memiliki kewajiban untuk membayar UWTO. Pembayaran UWTO yang semula 
ditujukan kepada Otorita Batam kemudian beralih kepada BP Kawasan. Demikian 
juga akan kewajiban pemegang hak atas tanah yang diperoleh dari HPL untuk 
membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dikutip oleh Pemerintah 
daerah. Berdasarkan uraian tersebut guna lebih mengetahui bagaimana kedudukan  
sertipikat HM yang didapat dari HPL, maka hal tersebut diangkat sebagai bahan  
penelitian tesis dengan judul : “Kajian Yuridis Uang Wajib Tahunan Otorita 
(UWTO) Atas Pemberian Hak Milik Diatas Hak Pengelolaan Di Kota Batam”  
Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan 
diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :  
1. Bagaimana Kedudukan Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan 
Terhadap Hak Milik Yang diberikan Kepada Warga Batam?   
                                                 
3
  Ramlan Silaen, BPK Dan Hak Pengelolaan Otorita Batam, 
 https://rahmanlaen.wordpress.com/2009/03/14/bpk-dan-hak-pengelolaan-otorita-batam/ 
diakses tanggal 16 September 2015 
4
 Muhammad Mahfud, Hak atas Tanah, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2015), hal 39 
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2. Bagaimana Kedudukan Hak Milik Yang Telah Diberikan Sebelum Tahun 2008 
Di Kota Batam? 
3. Bagaimana Masalah Pembebanan Uang Wajib Tahunan Otorita Kepada 
Pemegang Hak Milik Di Kota Batam? 
 
II. Metode Penelitian. 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.
5
 Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Sumber Dan Jenis Metode Penelitian 
Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif 
6
, deskriptif  
berarti menggambarkan serta menjelaskan mengenai status maupun kedudukan 
sertipikat Hak Milik diatas tanah HPL yang semula dipegang oleh Otorita Batam 
kemudian beralih kepada BP. Serta meneliti sebab terjadinya Hak Milik diatas 
tanah yang berstatus HPL. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan dari segi perundang-
undangan. 
7
  
2.  Sumber Data. 
 Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data 
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen publikasi, 
artinya data sudah dalam bentuk jadi.
8
  
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
  Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research 
dan field research alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian 
                                                 
5
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), hal 43  
6
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum; Suatu Pengantar, (Jakarta, Raja 
Grafindo Persada, 2001), hal 36 
7
 Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta, 
Ghalia Indonesia 1990), hal 14 
8
 I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis, 
(Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hal 34   
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adalah : 
a. Studi Dokumen yaitu yang terdiri dari bahan hukum yang berkaitan dengan 
Hukum Pertanahan yang ditunjang dengan bahan hukum lainnya.   
b. Pedoman wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung 
dengan membuat daftar pertanyaan yang sudah direncanakan dengan nara 
sumber yaitu satu pejabat Sub Bagian Umum dan Informasi di kantor BPN  
Kota Batam  dan  satu pejabat  Direktorat Pengelolaan Lahan di kantor BP 
Kawasan Kota Batam. 
4. Analisis Data 
Semua  data yang  diperoleh  dari  bahan pustaka dianalisa secara kualitatif 
yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian 
kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara 
kualitatif, menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan 
kemudian secara induktif ditarik kesimpulan.
9
   
 
III. Pembahasan 
            Hak Pengelolaan (HPL) adalah bagian dari hak menguasai negara, dan 
HPL tidak dapat diberikan kepada perseorangan baik Warga Negara Indonesia 
maupun Warga Negara Asing. Hak Pengelolaan hanya dapat diberikan kepada 
badan hukum tertentu. Ditinjau dari sejarah lahirnya Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA), Hak Pengelolaan merupakan hak atas tanah yang sebelumnya 
tidak dikenal dalam UUPA. Hak Pengelolaan lahir dan berkembang sesuai dengan 
terjadinya perkembangan suatu daerah.
10
  
Setiap hak yang diperoleh maka serta merta akan menimbulkan kewajiban. 
HPL yang lahir dari hak penguasaan dimana hak penguasaan yang lahir dilekati 
oleh wewenang, hak, kewajiban dan larangan bagi pemegang haknya.
11
Demikian 
                                                 
9
 Rommy Hanitidjo Soemitro, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali, 1984), hal 
119  
               
10
 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal 147. 
11
 Urip Santoso, Eksistensi Hukum Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional, 
Mimbar Hukum Volume 24, Juni 2012, hal 283 
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juga atas pemberian HPL kepada pihak yang telah memenuhi persyaratan serta 
ditetapkan melalui aturan dalam hukum pertanahan, menimbulkan hak dan 
kewajiban hukum baik dari segi administrasi maupun pelaksanaannya. Salah satu 
hak dari pemegang HPL yaitu menerima uang pemasukan/ganti rugi dan /atau 
uang wajib tahunan.  
Tentang hapusnya hak pengelolaan, sebagai landasan mengacu pada 
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah (Permenag No. 3/1997), dimana dalam  Permenag No. 
3/1997 mengatur mengenai proses hapusnya suatu Hak Pengelolaan yang 
disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya. Hapusnya hak 
pengelolaan yang disebabkan karena pelepasan, maka proses tersebut dapat terjadi 
karena pemegang hak pengelolaan melepaskan hubungan hukum dengan tanah 
yang dikuasainya atas dasar musyawarah. Pelepasan atau penyerahan HPL 
dilakukan setelah adanya kesepakatan melalui musyawarah antara pemegang HPL 
dengan pihak ketiga yang disertai dengan kompensasi yang harus diberikan oleh 
pihak ketiga. Pelepasan atau penyerahan HPL, dapat dibuat melalui akta Notaris, 
atau dalam bentuk surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak oleh 
pemegang HPL.
12
 
Kota Batam pada awal pendiriannya adalah sebagai daerah otorita yang 
dikelola oleh Badan Otorita, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
1983 menegaskan bahwa Kecamatan Batam ditingkatkan menjadi Kotamadya 
Batam dengan mengangkat Walikota sebagai pimpinan daerah yang bertugas 
menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan untuk mendukung 
pembangunan yang dilakukan oleh Otorita Batam pada masa tersebut. Keluarnya 
PP tersebut melahirkan hubungan kerjasama antara Otorita Batam dengan 
                                                 
 
12
  Urip Santoso (2), Opcit, hal  200. 
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Pemerintah Kotamadya Batam dengan tujuan agar Batam lebih cepat berkembang 
sebagai kota industri.
13
  
Ketentuan pasal 3 ayat (2) khususnya huruf d dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 mengatur tentang sebagian materi atau isi 
perjanjian pemberian penggunaan tanah dengan HPL, salah satunya adalah 
ketentuan mengenai hak atas tanah yang akan dimohon oleh pihak ketiga pada 
pemegang HPL. Dalam pasal tersebut mengatur agar dalam membuat perjanjian 
pemberian/penyerahan atas sebagian tanah dengan HPL, mencantumkan klausul 
jenis hak atas tanah yang disepakati dan akan diberikan oleh pemegang HPL, 
apakah HGB atau Hak Pakai.  
Peningkatan hak yang terjadi di Batam dari HGB menjadi Hak Milik 
berawal HGB yang diperoleh lahir dari Surat Perjanjian antara Pengembang 
dengan BP Kawasan dan Surat Keputusan atau yang dikenal dengan SKEP  - SPJ  
dan kemudian setelah melengkapi semua persyaratan termasuk kewajiban untuk 
pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sehingga Developer bisa 
mendapatkan hak sebagai pemegang HGB.
14
 
Dasar perubahan hak atas tanah diatur dalam Keputusan Menteri yang  
menyatakan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan Hak Guna 
Bangunan, atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah Negara dan 
sekaligus memberi tanah tersebut kepadanya dengan Hak Milik.15 Pada prinsipnya, 
permohonan hak atas tanah dapat dilakukan pada tanah negara yang belum pernah 
melekat sesuatu hak diatasnya dan dapat dilakukan oleh siapa saja dengan memenuhi 
syarat batas kepemilikan, sedangkan pendaftaran tanah negara yang berasal dari hak 
                                                 
    
13
 Wawancara dengan Juli Widyastuti, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BP Batam  
pada tanggal 14 Maret 2016 
14
 Wawancara dengan Juli Widyastuti,SH.MH, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BP 
Batam  pada tanggal 14 Maret 2016 
      
15
 Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat 
Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS)   
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yang masih melekat dan jangka waktu hak yang melekat tersebut belum berakhir 
maka dapat dimintakan pembaharuan atas haknya.16  
Status tanah di Batam yang pada hakekatnya hampir keseluruhan 
merupakan tanah dengan status HPL dan dipegang oleh BP Kawasan
17
, namun 
terdapat tanah dengan sertipikat hak milik yang dipegang oleh perorangan. Hal ini 
terjadi pada tanah-tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat sebagai penduduk 
“kampung tua” yang  menuntut pengakuan dan pelestarian eksistensi nilai-nilai 
budaya asli Batam yang sudah ada dan dikembangkan oleh penduduk asli sejak 
sebelum Batam menjadi daerah industri.
18
  
Permasalahan hak milik atas tanah ulayat di Batam merupakan tugas dari 
BP  Kawasan untuk dicari penyelesaiannya karena secara hukum, BP Kawasan 
merupakan pemegang HPL namun persoalan yang utama terjadi atas tanah-tanah 
ulayat yang ditempati oleh penduduk asli Batam, bahwa BP Kawasan tidak 
melakukan pendaftaran atas tanah-tanah ulayat tersebut untuk menjadi bagian dari 
tanah HPL, sehingga karena permasalahan tersebut belum mendapat penyelesaian 
hingga akhirnya pihak pemerintah yang diwakilkan kepada pemerintah daerah 
mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 
melakukan pendaftaran tanah atas kampung tua melalui kegiatan Prona dan 
Proda.
19
  
Pelaksanaan perlindungan hukum dibidang hak milik atas tanah dalam 
praktek selain ditentukan oleh substansi hukumnya, juga ditentukan oleh aparat 
pelaksana dan kesadaran hukum masyarakat. Substansi hukum berupa peraturan 
perundang-undangan haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat dan 
                                                 
              
16
 Widhi Handoko, Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah Refleksi Keadilan Hukum 
Progresif, (Yogyakarta : Thafa Medika,2014), hal 266 
17
 Wawancara dengan Juli Widyastuti,SH.MH,  Kepala Biro Hukum dan Organisasi BP 
Batam  pada tanggal 14 Maret 2016 
18
 Ramlan Silaen, BPK dan Hak Pengelolaan Otorita Batam, 
http://gambiri67.wordpress.com/2009/03/14/ diakses pada tanggal 20 Maret 2016 
19
 Tribun, Walikota Serahkan Sertipikat Tanah Upaya Legalitas Kampung Tua, 
http://skycrapercity.com; diakses tanggal 30 Maret 2016 
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perkembangan zaman.
20
 Sesuai dengan bunyi pasal 6 UUPA yang menyatakan 
hak milik mempunyai fungsi sosial seperti juga semua hak atas tanah lainnya, 
sehingga hal ini mengandung arti bahwa hak milik atas tanah tersebut disamping 
dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya, harus diusahakan pula agar sedapat 
mungkin dapat bermanfaat bagi orang lain atau kepentingan umum bila keadaan 
memerlukan. Penggunaan hak milik tersebut tidak boleh mengganggu ketertiban 
dan kepentingan umum.
21
 
Tanah dengan sertipikat Hak Milik diatas tanah HPL pada hakekatnya 
sama kedudukannya dengan tanah yang bukan didapat dari tanah HPL, seperti 
tanah ulayat. Namun dalam praktek pelaksanaannya  di Batam berbeda dengan 
wilayah lainnya di Indonesia dan salah satu faktor yang menyebabkannya yaitu 
karena status Kota Batam sebagai daerah otorita serta belum adanya satu aturan 
yang jelas mengenai kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP 
Kawasan. 
Pemberian hak atas tanah pada hak pengelolaan merupakan penerapan dari 
kewenangan pemegang hak pengelolaan serta tidak menyimpang dari Undang-
undang dan pemberian tersebut dilakukan karena pada dasarnya tanah yang dapat 
diberikan dengan HPL adalah tanah yang langsung dikuasai negara.
22
Dalam 
pemberian hak atas tanah ini, Hak Pengelolaan yang lahir tersebut dari tanah 
negara yang dimohonkan oleh pemegang Hak Pengelolaan.
23
 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tidak mengatur pemberian 
Hak Milik diatas tanah HPL, namun jika dilakukan pendekatan melalui hukum 
agraria, maka sudah sewajarnya Hak Milik dapat diberikan diatas tanah HPL, 
sebab Hak Milik pada hakekatnya adalah jenis hak atas tanah, sama halnya 
                                                 
20
 Moris Ginsberg, On Justice In Society, dialihbahasakan kedalam Keadilan Dalam 
Masyarakat, (Bantul : Pondok Edukasi, 2003), hal 55 
21
 Purnadi Halim Purbacaraka, Sendi-Sendi Hukum Agraria, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 
1984), hal 24 
22
 R. Atang Ranoemihardja, Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek-aspek 
Dalam Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya di Bidang Agraria di Indonesia, 
(Bandung : Tarsito, 1982), hal 16. 
 23 Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1995), hal 
24 
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dengan HGB maupun Hak Pakai, sedangkan Hak Pengelolaan adalah 
pendelegasian hak menguasai dari Negara atas tanah.
24
 
Hak milik yang diberikan diatas tanah dengan HPL, jika telah dibuktikan 
dengan keluarnya sertipikat tanah maka secara hukum telah memiliki kekuatan 
hukum. Terjadinya hak milik diatas tanah HPL yang disebabkan karena 
peningkatan hak seperti dalam praktek di Kota Batam, pada umumnya terjadi 
setelah masa HGB berakhir dan ketika akan memperpanjang, pemegang hak 
mengajukan permohonan perubahan dari HGB menjadi Hak Milik.
25
  
Pemberian hak milik diatas tanah HPL baik kepada perseorangan, 
kelompok maupun badan hukum untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah 
tidak lain adalah bertujuan untuk menciptakan hubungan  konkrit antara pengguna 
tanah dengan tanah yang bersangkutan sesuai dengan tujuan hukum.
26
 Tujuan 
hukum adalah untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap 
orang. Apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian, maka harus 
dilakukan upaya penegakkan hukum untuk  memulihkan keadaan (restitution in 
integrum).
27
 
Tidak berbeda dengan pemegang hak atas tanah pada umumnya, maksud 
dan tujuan dari pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga dalam kaitannya 
dengan penyerahan penggunaan tanah melalui HPL, tidak lain adalah memberikan 
kepastian hukum kepada pihak ketiga itu sendiri. Melalui pemberian hak kepada 
pihak ketiga, baik berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan ataupun Hak Pakai 
yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah diatas HPL yang dikuasainya, 
maka pemegang HPL tidak dapat bertindak sewenang-wenang baik berupa 
tindakan maupun perbuatan hukum atas tanah yang bersangkutan sepanjang 
                                                 
               
24
 Ibid 
25
 Wawancara dengan Juli Widyastuti, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BP Batam  
pada tanggal 14 Maret 2016 
26
 Irawan Soerodjo, Op Cit, hal 72 
 
27
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta : 
Liberty,1999), hal 76 
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jangka waktu hak atas tanah yang dikuasai oleh pengguna tanah masih 
berlangsung.
28
 
Perolehan Hak Milik yang didapat oleh masyarakat Kota Batam baik 
melalui peningkatan/perubahan hak seperti dari HGB menjadi Hak Milik, maupun 
Hak Milik yang diberikan berdasarkan HGB kemudian dilakukan perubahan hak 
yang semula adalah HGB kemudian dimohonkan untuk menjadi Hak Milik dapat 
diberikan atas tanah yang diperuntukan untuk perumahan dengan tipe Rumah 
Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS)  dengan nilai perolehan 
tanah dan bangunan tidak lebih daripada Rp.30.000.000,- serta diatasnya telah 
dibangun rumah dalam rangka pembangunan perumahan massal atau komplek 
perumahan.
29
 Ketentuan tersebut bersifat khusus karena proses penyelesaian 
perubahan HGB ataupun Hak Pakai juga merujuk pada Keputusan Menteri 
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.
30
  
Pemberian HPL baik kepada badan hukum yang disebutkan sebagai salah 
satu subjek HPL dalam praktek mengalami perubahan dan tujuan pemberian Hak 
Milik kepada badan hukum maupun badan keagamaan dan badan sosial selain 
untuk melahirkan hubungan hukum serta bagian dari kewenangan Pemerintah 
untuk mengontrol dan memastikan bahwa fungsi tanah atas hak yang diberikan 
sepenuhnya untuk menunjang kebutuhan sosial masyarakat. Apabila hubungan 
hukum tersebut diformalkan atau dilegalisasi oleh Negara, sehingga Negara 
memberikan dan menentukan kewenangan, kewajiban dan/atau larangan bagi 
pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihakinya, maka 
pemilikan tanah tersebut dapat menjadi hak atas tanah.
31
 
                                                 
               
28
 Irawan Soerodjo, Op Cit, hal 74 
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 Pasal 1 huruf (d) Keputusan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 9 Tahun 1997 junto Nomor 15 Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998 Tentang  Pemberian 
Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana 
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 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,Seri Hukum Harta Kekayaan,  Hak-Hak Atas 
Tanah, (Jakarta : Kencana Prenamedia, 2004), hal 57 
31
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 1994), hal 203 
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Tanah berdasarkan hak ulayat yang dimohonkan menjadi Hak Milik 
seperti yang dilakukan oleh masyarakat kampung tua di Kota Batam, pada 
prinsipnya harus tetap didaftarkan. Sebelum pemberian HPL atas nama Otorita 
Batam, di pulau Batam sendiri sudah terdapat kampung tua, yang tersebar di 
beberapa kecamatan seperti kecamatan Batu Ampar lebih kurang luasnya 74 
hektar, kecamatan Nongsa lebih kurang luasnya 857 hektar, kecamatan Sungai 
Beduk dengan luasan lebih kurang 389 hektar, kecamatan Sekupang lebih kurang 
luasnya 20 hektar, dan luasan di kecamatan lainnya yang belum diukur yaitu di 
kecamatan Lubuk Baja, Galang, Bulang dan Belakang Padang.  
Mengingat pentingnya pendaftaran hak milik tanpa terkecuali yang berasal 
dari tanah adat, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai dengan 
pasal 23, pasal 32 dan pasal 38 UUPA. Pendaftaran tanah adat  menjadi hak milik 
yang dilakukan secara konversi maka hal ini diartikan sebagai perubahan hak 
yang lama menjadi satu hak yang baru menurut UUPA.
32
 Hak lama berdasarkan 
konversi dapat dibuktikan berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau 
pernyataan yang bersangkutan.
33
Secara yuridis BP Kawasan pemegang HPL 
namun untuk pemberian Hak Milik kepada masyarakat kampung tua berdasarkan 
bukti-bukti yaitu surat lama maupun tapak perkampungan, merupakan suatu bukti 
yang sah secara hukum.   
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah mengakibatkan terputus sudah 
hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang 
dikuasainya.34 Pelepasan HPL biasanya dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga, 
yaitu calon penerima hak atas tanah. Selanjutnya calon penerima hak baru 
mengajukan permohonan baru atas tanah HPL yang sudah dilepaskan kepada 
Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.  
                                                 
32
 Boedi Harsono, UUPA Bagian Pertama Jilid Pertama, (Jakarta : Kelompok Belajar 
“ESA”, 1968), hal 140 
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 Pasal 24 ayat 1 Undang –undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang  Pendaftaran Tanah 
34
 Urip Santoso, Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta,  
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Apabila semua syarat permohonan hak baru telah dipenuhi, maka pejabat yang 
berwenang menerbitkan surat keputusan pemberian hak. Selanjutnya surat 
keputusan pemberian hak tersebut didaftarkan ke kantor pertanahan untuk 
diterbitkan sertipikat tanda bukti hak. 
Hak atas tanah baru yang dapat diajukan adalah sesuai peruntukan dan 
keperluan dari pemohon hak, yaitu bisa diberikan sebagai Hak Milik, Hak Guna 
Bangunan atau Hak Pakai. Meskipun yang diajukan Hak Milik, maka tidak akan 
memutuskan hubungan hukum antara pemegang Hak Pengelolaan dengan tanah 
yang dikuasainya. 
35
   
Jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan diinginkan baik perorangan 
maupun badan hukum agar dapat menguasai tanah secara sah dan aman. 
Penguasaan yang sah ditinjau dari segi aspek waktu/lamanya perorangan ataupun 
badan hukum untuk dapat memiliki tanah tersebut dan isi kewenangan dari hak 
atas tanah itu sendiri. Sedangkan penguasaan tanah secara aman berarti 
bebas/dilindungi dari/terhadap gangguan-gangguan dan ada upaya untuk 
menanggulanginya. Gangguan tersebut dapat berasal dari anggota masyarakat 
maupun oleh pihak penguasa/pemerintah.
36
 
Apabila ditinjau dari keistimewaan Hak Milik atas tanah sebagai hak yang 
terkuat dan secara jelas dicantumkan dalam UUPA sehingga dapat diartikan 
bahwa pemegang hak seharusnya tidak memerlukan suatu persetujuan dari pihak 
manapun ketika akan mengalihkan kepemilikan tanah, namun dalam praktek, 
setiap pemegang sertipikat Hak Milik tetap mengajukan permohonan IPH pada 
saat ingin menjual tanah kepada pihak lain. Demikian juga dengan pembebanan 
UWTO kepada pemegang Hak Milik merupakan kebijakan yang tidak mendasar 
sebab masa penguasaan hak atas tanah dengan Hak Milik tidak dibatasi oleh 
                                                 
35
 Irawan Soerodjo, Op Cit, hal 114 
36
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jangka waktu tertentu, berlaku selama pemilik tanah masih memenuhi syarat 
sebagai subjek Hak Milik atas tanah.
37
 
Peralihan hak atas tanah di Kota Batam mewajibkan pemegang hak 
terlebih dahulu mengajukan Izin Peralihan Hak (IPH) yang ditujukan kepada BP 
Kawasan sebagai pemegang HPL serta pihak yang memberikan hak kepada pihak 
ketiga sehingga setiap pemilik tetap terikat dengan pemegang HPL. 
Keterikatan tersebut disebabkan adanya “gempilan” Hak Menguasai 
Negara yang melekat pada tanah yang berdasarkan HPL. Menurut Boedi Harsono 
menyatakan bahwa HPL yang didaftar dan diterbitkan sertipikat tanah bukti 
haknya, tetapi sebagai “gempilan” maka Hak Menguasai Negara tidak dapat 
dipindahtangankan.
38
  
Tanah atas HPL yang telah didaftarkan pemegang hak sebagai Hak Milik, 
secara praktek penguasaannya telah berpindah kepada pemegang Hak Milik, 
namun jika ditinjau dari peraturan yang terkait masih terikat dalam hubungan 
hukum, sehingga dapat dikondisikan hubungan tersebut sebagai teori Hak Milik 
diatas HPL.
39
Atau dapat juga diartikan Hak Milik tersebut adalah Hak Milik 
diatas HPL.
40
 
Apabila ditinjau dari latar belakang diberikannya sertipikat Hak Milik 
kepada masyarakat Batam sebelum tahun 2008, hal tersebut terjadi karena adanya 
kebijakan serta dasar hukum yang digunakan, salah satunya peraturan yang 
mengatur bahwa di atas tanah hak pengelolaan dapat diterbitkan Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Milik adalah Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Na-sional No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman 
Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.  
Hak Milik yang telah diberikan kepada masyarakat Kota Batam sebelum 
tahun 2008 pada dasarnya tetap terikat secara hukum kepada pemegang HPL yaitu 
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Mega Andika/P15 
 
BP Kawasan. Secara teoritis HPL tidak akan pernah hapus selama subyek HPL itu 
masih ada.
41
 Sebagaimana diketahui bahwa HPL merupakan gempilan dari Hak 
Menguasai Negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada instansi tertentu 
seperti kepada BP Kawasan. Selama BP Kawasan masih konsisten melaksanakan 
tugas dan kewenangannya, termasuk tugas untuk memberikan bagian-bagian dari 
HPL-nya bagi pihak ketiga maka HPL tersebut masih tetap eksis. 
Pembebanan Uang Wajib Tahunan Otorita pada hakekatnya tidak di 
kategorikan sebagai bea pajak atas tanah, namun diartikan sebagai retribusi yang 
harus dibayarkan masyarakat atau badan usaha yang memperoleh penetapan 
lokasi lahan.
42
 Apabila dikaji dalam penjabaran Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA), maka pembebanan UWTO merupakan bagian kewenangan dari 
pemegang HPL yang merupakan gempilan  dari Hak Menguasai Negara. Ditinjau 
dari tujuan pembebanan UWTO pada hakekatnya adalah untuk mendukung 
pembangunan di Kota Batam serta digunakan untuk pembangunan infrastruktur 
dan fasilitas publik sehingga memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta 
menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, 
maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang 
lainnya.
43
 
Pembebanan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) terhadap pemegang 
hak atas tanah melalui tanah HPL hanya dijumpai di Kota Batam dan apabila 
dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia ataupun daerah lainnya yang 
telah menjadi daerah otonom, tidak menetapkan iuran wajib tahunan otorita hanya 
penarikan dilakukan pada saat pemberian hak atas tanah yang dimohonkan 
merupakan bagian dari tanah HPL. Pembebanan selanjutnya hanya diwajibkan 
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pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berasal dari pemerintah daerahnya 
masing-masing.
44
 
Pembangunan yang dilakukan pada dasarnya adalah benar-benar untuk 
kemakmuran masyarakat dan untuk melakukan pembangunan tersebut perlu 
perubahan dan setiap perubahan yang akan dilakukan menyangkut kepentingan 
masyarakat harus berlandaskan hukum. Hukum memberikan legitimasi bagi 
pelaksanaan kebijakan publik dan sebagai peraturan, hukum telah menampakkan 
sosoknya sebagai salah satu alat untuk  melaksanakan kebijakan.
45
 Kebijakan 
tersebut di implementasikan dengan mengunakan hukum sebagai landasan 
kebijakan dan melakukan perubahan. 
Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat 
berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi 
dalam masyarakat. Apabila proses sosial ekonomi dibiarkan berjalan menurut 
hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak dapat digunakan 
sebagai instrumen perubahan , namun jika konsepnya kebalikan dari hal itu, maka 
peranan hukum berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang 
didasarkan pada perencanaan.
46
 Pembebanan UWTO kepada pemegang hak atas 
tanah yang diberikan melalui tanah HPL merupakan eksistensi BP Kawasan 
sebagai pihak pengelola, dimana hasil dari pendapatan UWTO digunakan untuk 
membangun infrastruktur selain itu juga membiayai lembaga pengelolaan.
47
  
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A.  Kesimpulan 
Dari uraian yang telah dibahas, maka dapat diambil kesimpulan dari 
penelitian ini yaitu :  
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208 
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1. Hak Pengelolaan Lahan bukan merupakan bagian dari hak atas tanah namun 
merupakan gempilan dari Hak Menguasai Negara. Pemegang HPL 
berkewajiban untuk mendaftarkan tanah HPL serta menyerahkan bagian-
bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak lain dengan Hak Milik, Hak Guna 
Bangunan, atau Hak Pakai. Pemberian Hak Milik melalui Surat Perjanjian 
serta Surat Keputusan Alokasi Lahan yang dikeluarkan oleh BP Kawasan 
kemudian didaftarkan di kantor Pertanahan setempat. Pemberian Hak Milik  
atas tanah HPL di Kota Batam, tidak mengakibatkan putusnya hubungan 
hukum antara penerima Hak Milik dengan pemegang HPL. Pemegang HPL 
hanya kehilangan hak penguasaan atas manfaat tanah ketika tanah HPL telah 
dialihkan, tetapi pemegang HPL masih memiliki hak untuk mendapatkan 
keuntungan dari pemanfaatan tanah, yaitu berupa restribusi atas peralihan 
namun status Hak Milik tidak memiliki jangka waktu dan hanya dapat hapus 
atau dicabut jika berhubungan dengan kepentingan umum.  
2. Kedudukan Hak Milik yang diperoleh oleh masyarakat Batam terjadi karena 
perubahan hak yaitu dari HGB menjadi Hak Milik, serta Hak Milik yang 
diperoleh dari tanah bekas ulayat  yang diberikan kepada  masyarakat 
kampung tua. Perubahan hak yang diberikan karena adanya kebijakan dari 
Badan Pertanahan dan pemberian Hak Milik diatas tanah pengelolaan adalah 
suatu hal yang memungkinkan untuk dilakukan sebab Hak Milik juga bagian 
dari hak atas tanah. Setelah tahun 2010, Badan Pertanahan Kota Batam tidak 
lagi mengeluarkan sertipikat Hak Milik untuk menghindari permasalahan yang 
timbul akibat tidak adanya aturan hukum yang jelas mengenai status dan 
kedudukan atas tanah Hak Milik yang diperoleh dari tanah HPL. Untuk 
sertipikat Hak Milik yang telah diberikan sebelum tahun 2010 tidak dapat 
ditarik atau dikembalikan ke hak semula sebab tidak mencerminkan 
perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi pemegang hak milik yang 
telah memperoleh sertipikat Hak Milik dari kantor pertanahan setempat. 
3. Pemegang sertipikat Hak Milik di Kota Batam karena masih terikat hubungan 
hukum dengan BP Kawasan, maka setiap adanya peralihan Hak Milik kepada 
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pihak ketiga, pemegang hak harus mengajukan permohonan Izin Peralihan 
Hak  kepada BP Kawasan. Pembebanan UWTO atas Hak Milik disebabkan 
karena jangka waktu Gambar PL yang telah berakhir dan Gambar PL 
merupakan bagian dari syarat dokumen yang diperlukan dalam melakukan 
proses peralihan hak atas tanah. Selain itu pemegang Hak Milik dan hak atas 
tanah lainnya di Batam memiliki kewajiban untuk pembayaran UWTO dan 
PBB atas objek tanah yang sama.  
 
B.  Saran 
1. Disarankan kepada BP Kawasan sebagai pemegang HPL di Kota Batam agar 
Hak Milik yang telah diberikan diatas tanah HPL dapat dilepaskan serta tidak 
terikat hubungan hukum lagi dengan pemegang Hak Milik sebab Hak Milik 
sesuai filosofi yang dianut dalam UUPA merupakan hak turun temurun serta 
terkuat dan terpenuhi atas hak tanah lainnya. Pelepasan dapat dilakukan 
dengan memperbaharui perjanjian sebelumnya dengan akta otentik. 
2. Disarankan kepada pembuat Undang-undang untuk menyempurnakan 
peraturan mengenai pertanahan yang terkait dengan pengaturan mengenai 
pemberian Hak Milik diatas tanah HPL atau secara nyata ditegaskan dalam 
peraturan akibat hukum kedudukan HPL setelah diberikan Hak Milik.  
Penyempurnaan ini dapat dimasukan sebagai amandemen dari Keputusan 
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal. 
3. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk segera membagi kewenangan 
yang jelas dan terpisah antara BP Kawasan dan Pemerintah Kota Batam 
menyangkut pelayanan di bidang pertanahan serta pemungutan pajak tanah 
dapat dilakukan melalui satu pintu  dalam satu payung hukum. Derasnya 
tuntutan masyarakat Batam yang menolak pemungutan UWTO bisa dijadikan 
barometer untuk menentukan kebijakan terutama yang berhubungan dengan 
kepentingan masyarakat. 
